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ABSTRAK 

 

Aktifitas penyalahgunaan narkotika dan prekursor telah begitu luas di 

masyarakat. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan 

mengundangkan peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkoba 

serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) 

yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka 

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penyidikan Badan 

Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Narkotika,untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 

proses penyidikan tindak pidana narkotika, untuk mengetahui hambatan-hambatan 

yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan terhadap tindak pidana 

narkotika 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan 

normative (legal research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan 

dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan melakukan penyidikan tindak 

pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan 

diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana 

narkotika diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik 

Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila 

telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. 

Hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah 

pengerahan dan rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik sehingga 

penanganan kasus yang jangkauannya internasional kurang maksimal.  

 

Kata Kunci: Penyidikan, BNN, Narkotika. 
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ABSTRACT 

 

 

The activity of abusing narcotics and precursors has been so widespread 

in society. The government has taken steps by enacting laws and regulations 

related to drug abuse and establishing a non-structural institution, namely the 

National Narcotics Agency (BNN) which is a coordinating body with relevant 

government agencies in the context of the availability, prevention and eradication 

of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursors.  

This study aims to determine the investigation authority of the National 

Narcotics Agency in Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics, to determine 

the role of the National Narcotics Agency (BNN) in the process of investigating 

narcotics crimes, to determine the obstacles encountered by the National 

Narcotics Agency in the investigation of narcotics crimes. narcotics crime  

This research uses a descriptive method through a normative approach 

(legal research), namely an approach to problems, carried out by examining 

various legal aspects in terms of applicable regulations.  

The results of the study show that the authority to investigate narcotics 

crimes is regulated in Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics, namely 

Article 81 of the Act. The investigative authority is given to the National Narcotics 

Agency and the Indonesian National Police. The role of the National Narcotics 

Agency (BNN) in the process of investigating narcotics crimes is authorized to 

carry out investigations of narcotics crimes in addition to investigators from the 

Indonesian National Police. Both must coordinate with each other and notify each 

other when they have started investigating narcotics crimes. Obstacles in the 

investigation of narcotics crimes are the deployment and recruitment of BNN 

personnel who are considered inadequate so that the handling of cases with 

international reach is less than optimal.  

 

Keywords: Investigation, BNN, Narcotics.  

 

 

Latar Belakang 

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata 

materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal 

pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat 

kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya 

peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang 
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dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan 

upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya 

manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai 

oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif 

dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan 

kesehatan serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya system hukum 

daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. 

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 

bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan 

seksama.  

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah 

sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan 

narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian 

ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan 

untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada 

itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana 

kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai 

narkotika khususnya generasi muda. 

Penggunaan narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai 

dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan 

bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih 

merugikan lagi apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan 

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan 

nasional.Ada beberapa macam jenis narkotika diantaranya yaitu : 

1. Opium (candu) atau biasa dikenal dengan opiate. Opium merupakan candu 

kasar atau mentah yang didapat dari getah buah tanaman papaver samniterum 

yang dihisap/digores dan dibiarkan mengering. Opium merupakan golongan 

narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.  

2. Morpin. Jenis obat narkotika ini adalah zat aktif yang diperoleh dari candu 

melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaanya disuntikan ke tubuh 

(injeksi).  

3. Putaw Heroin. Golongan narkoba sejenis ini akan lebih mudah menembus 

otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri.  

4. Kanabis (Ganja). Inilah yang seringkali menjadi kasus narkoba yang paling 

banyak diberitakan dan menyerang semua kalangan di masyarakat kita. Ganja 

adalah merupakan jenis tanaman kanabis yang biasanya dipotong, 

dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung untuk dijadikan rokok yang 

disebut joints. 

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada dewasa ini dengan 

diikuti pula perkembangan tehnologi yang semakin berkembang menyebabkan 

adanya dampak positif dan negatif. Dampak negatif terjadi khususnya dalam hal 
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rekayasa obat-obatan narkotika yang disebabkan karena kecanggihan 

tekhnologidan ilmu pengetahuan digunakan untuk hal yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan untuk menghindar dari jeratan hukum. 

 Penyebaran narkoba sudah tidak lagi di kota besar, tetapi sudah masuk 

kota–kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari 

kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalagan tertentu saja, tetapi 

sudah memasuki berbagai profesi. Perkembangan penggunaan narkotika semakin 

meningkat, dan perkembangan itu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau 

kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat 

besar. 

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang 

narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-

bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku 

lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa 

sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang 

tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu 

mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas 

dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus 

bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting 

terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional 

(BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana narkotika. 

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa 

Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas 

kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di 

bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah 

yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia 

Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap 

masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui Single 

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu 

penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) adalah suatu zat yang dapat 

merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep 

dokter. 

Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 

kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai Desember 2020. 

Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah 

penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkotika, 8.698 

kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah 

tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 

orang untuk kasus narkotika, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 

kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku 
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yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di 

bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 

terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika talah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. 

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu manjadi faktor 

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. 

Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, 

semakin meningkat pula peerdaran serta perdagangan narkotika tersebut. 

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang 

narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-

bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku 

lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di 

antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap 

adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), 

yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika. 

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan zat-zat 

baru yang ditengarai sebagai jenis narkotika baru dan sangat berdampak negatif 

pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau digunakan secara salah. 

Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan dikatakan baru karena zat-zat 

tersebut serta narkotika yang ditimbulkan dari zat tersebut belum diatur atau 

masuk dalam daftar berbagai jenis golongan narkotika yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan narkotika pada Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, telah 

menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah 

mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, 

ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin 

pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan 

urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Sasaran bukan 

hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman, 

kampus bahkan sekolah- sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang 

sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, 

mulai cara- cara klasik denagan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, 

menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan 

sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa lelah dan 
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yang terakhir dengan cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan obat psikotropika 

berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya. 

Kejahatan narkotika telah yang seringkali terjadi bersifat transnasional 

yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, 

aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi 

kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peningkatan 

derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan 

pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan 

ketersediaan narkotika yang sangat dibutuhkan sebagai obat- obatan untuk 

kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan 

pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari 

Menteri Kesehatan.  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika talah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. 

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu manjadi faktor 

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. 

Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, 

semakin meningkat pula peerdaran serta perdagangan narkotika tersebut.  

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang 

narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-

bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku 

lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan 

kualitassumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus 

bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting 

terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional 

(BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana narkotika.  

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di 

dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka 

Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian 

perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana 

narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan 
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penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang 

lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika 

dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan 

organisasi.  

Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum 

dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan 

khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka peran Badan 

Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu 

proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak. 

1. Bagaimana kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?  

2. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses 

penyidikan tindak pidana narkotika ? 

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional 

dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ? 

 

Metode Penelitian 

terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum 

dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kewenangan penyidikan 

Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, 

sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktik di lapangan mengenai 

kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan 

tindak pidana narkotika. 

Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut 

dengan penelitian doktrinal (doctrine research) yaitu penelitian yang menganalisis 

hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam buku maupun hukum 

yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data 

primer dan data sekunder. 

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-

pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, 

karya ilmiah sarjana, dan lain-lain. 

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu menghimpun data dengan melakukan 

wawancara pada 5 (lima) orang responden sebagai informasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung 

atau data pelengkap dalam melakukan penelitian. 
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Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk mendukung yaitu berupa : 

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, 

mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan 

mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-

undangan yang berkaitan dengan kewenangan Badan Narkotika nasional 

dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. 

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis 

yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman 

wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk 

permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik 

wawancara. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data 

primer dan data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data 

sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi 

surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma 

(dasar), peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana narkotika. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang 

bahan hukum primer antara lain: tulisan atau pendapat para ahli hukum yang 

berkaitan dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. 

c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer dan sekunder. 

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah sebuah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian 

disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui 

pendekatan kualitatif. 

Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, analsis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
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mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat 

diceritakan pada orang lain. Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh 

dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis 

ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian. 

B. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di 

Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden 

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan 

Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan 

Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang 

salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. 

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 

wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar 

Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai 

wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN 

melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Badan ini 

mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap 

berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang 

dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap 

orang-orang asing. 

Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tentang 

yang berlaku sampai 21 tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahuan 1997 

tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah 

(Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional 

(BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah 

suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi 

Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

(Kapolri) secara ex-officio. 

Lembaga non struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan 

instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di 

bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain 

itu, BKNN juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat 

(adiktif) lainnya (P4GN). Dalam menjalanan tugas, BKKN memiliki kewenangan 

dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi 

Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-

masing. BKKN juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, 

antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan 
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menekan dampak buruk narkoba, serta mengurangi atau menekan pasokan 

narkoba. 

Keberadaan BKKN ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional 

yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat 

Indonesia untuk melaksanakan Single Convention On Narcotic Drugs 1961, 

diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Convention On 

Psychotropic Substance 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan 

penanggulangan bahaya narkoba secara global semua negara di dunia sepakat 

untuk membuat suatu konvensi baru yaitu “The United Nations Convention 

Against Illict Trafic in Narcotic Drugs and Psychotrophic Substance 1988”yang 

telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. 

Tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran 

sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam perkembangannya, 

BKNN berkeinginan untuk berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dan memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam hal pemberantasan 

narkotika di Indonesia, setara dengan Drug Enforcement Administration (DEA) di 

Amerika Serikat, Office of The Narcotics Control Board (ONCB) di Thailand, 

atau Central Narcotics Bureau (CNB) di Singapura. Dengan perubahan tersebut, 

lembaga terkait diharapkan mempunyai kekuatan untuk melakukan penegakan 

hukum di bidang narkotika dan memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan 

fungsinya. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan 

Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi 

pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai 

tugas dan fungsi:  

1. Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. 

2. Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. 

BNN secara ekofisio diketuai oleh Kapolri dan beranggotakan 25 departemen 

yang terkait dengan permasalahan narkoba. Untuk pelaksanaan tugas dan 

fungsi BNN sehari-hari diserahkan kepada seorang Kepala Pelaksana Harian. 

Tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. 

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan 

kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur  

kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat 

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja 

optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus 

meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini 

segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui 
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kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP 

BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan 

kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, 

Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN 

Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Pada saat 

itu BNN telah membentuk delapan Satuan Tugas (Satgas) : 

1. Satgas Seaport Interdiction yang bertugas di laut dan dikomandani oleh dirjen 

Hubungan laut (Hubla).  

2. Satgas Airport Interdiction yang ditempatkan di seluruh pelabuhan udara 

(Bandara) di Indonesia yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar 

negeri.  

3. Satgas Pengawasan Lapas karena ditengarai di Lapas terjadi peredaran gelap 

Narkoba.  

4. Satgas Pengawasan Orang Asing, dengan penjuru imigrasi.  

5. Satgas Prekursor dengan penjuru Badan POM.  

6. Satgas Ganja.  

7. Satgas Ekstasi dan Heroin.  

8. Satgas Luhpen (Penyuluhan dan Penerangan). 

Keberadaan BNN saat itu tidak juga dapat meminimalkan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, malah timbul 

kecenderungan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Realita tersebut 

setidaknya menjadi indikasi lemahnya kinerja BNN dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya. Lemahnya kinerja BNN memang disebabkan banyak faktor. Salah 

satu di antaranya, minimnya kewenangan yang dimiliki BNN dalam 

melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya. 

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan 

makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang 

Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 

2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 

Tahun 1997. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk BNN yangmana status kelembagaan 

BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur 

vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan 

di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang 

Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Tujuan penguatan kelembagaan BNN dalam rangka mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang sekarang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan 

yang luas melampau batas negara. Menurut Sudhigdo Adi, Ketua Panitia Khusus 

(Pansus) mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan Presiden Susilo Bambang 
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Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan BNN dalam menangani 

kasus narkotik. Mengingat, narkotika menjadi salah satu jenis extraordinary crime 

yang perlu penanganan serius dan fokus. DPR dan Presiden telah bersepakat 

bahwa BNN tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri. Selain itu Juru Bicara 

Fraksi PPP M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan BNN penting 

agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan 

pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi salah 

satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat. 

Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi 

“Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point 

Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di 

Indonesia”. 

Misi Badan Narkotika Nasional adalah : 

1. Menyusun kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan 

zat (adiktif) lainnya (P4GN). 

2. Melaksanakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat (adiktif) 

lainnya (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.  

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya 

(P4GN). 

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksaan nasional pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN). 

5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden. 

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional 

(BNN) terdapat didalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang termuat didalam 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN 

mempunyai tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. 
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5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

C. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Narkotika 

Penyidikan tindak pidana narkotika dalam prosesnya didahului dengan 

tahap penyelidikan. Secara normatif penyelidikan diatur didalam ketentuan Pasal 

4 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik 

menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

huruf a meyatakan bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 

2. Mencari keterangan dan barang bukti. 

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa atas perintah penyidik dapat 

melakukan tindakan berupa:  

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.  

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelidik membuat dan 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga secara tegas 

mengatur mengenai penyidik. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam 

ketentuan ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
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Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan 

Pasal 81 memberikan penjelasan tentang penyidikan yakni Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini. 

Pasal 84 ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

memberikan penjelasan tentang perlunya kordinasi secara kelembagaan dalam hal 

penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis 

dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.  

Ketentuan Pasal 85 juga menjelaskan tentang teknis penyidikan dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan 

terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai 

negeri sipil (PPNS) tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana. 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.  

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dalam melakukan penyidikan 

terhadap pengedar dalam tindak pidana narkotika selain berpedoman pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif ketentuannya 

juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal-Pasal yang 

mengatur tentang penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana :  

1. Pasal 1 ayat (10) : Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan.  

2. Pasal 1 ayat (11) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk 

selaku penyidik dan mempunyaiwewenang untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing.  

3. Pasal 1 ayat (12) : Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu 

dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 

D. Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan 

Terhadap Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana peredaran narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan 

masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi 

sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang 

yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus 

kejahatan peredaran narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat 

yang telah direncanakan. 
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Penyalahgunaan narkotika menjalani pelatihan selama sebulan penuh, 

yaitu pada 2 (dua) pekan awal, para penyalahgunaan narkotika ini mendapatkan 

pelatihan mental, pembentukan karakter, dan pelatihan disiplin yang tinggi dengan 

berdialog dan bersahabat dengan alam untuk saling membutuhkan menegakkan 

eksistensi dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan fase tadi, kemudian 

ditempa dengan pelatihan kemampuan kerja, seperti memelihara lingkungan 

tumbuhan pepohonan termasuk bertani, memelihara flora dan fauna termasuk 

kuda, mekanik permesinan kendaraan, memasak dan mencuci serta kegiatan house 

keeping lainnya, dan berpatroli dengan cara berkuda sebagai pembekalan untuk 

mampu berproduktivitas dalam kesiapan menjadi insan baru yang mampu hidup 

normatif, berintegrasi dengan masyarakat.  

Unsur lainnya yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan 

narkotika adalah bidang pencegahan. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah banyak mensosialisasikan 

bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, baik itu melalui media 

komunikasi tradisional, cetak, dan elektronik, menyampaikan pesan-pesan 

berisikan informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta 

upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika.  

Gencarnya sosialisasi dan seiring berjalannya waktu, kesadaran 

masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika boleh dikatakan semakin 

meningkat. Hal ini bisa terbukti dengan meningkatkatnya intensitas peran serta di 

kalangan masyarakat sendiri untuk bersinergi dengan aparat pemerintah 

khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya mencegah terjadinya 

tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  

Contoh kasus yang paling sederhana adalah masyarakat tidak jarang 

memberikan kontribusinya dalam membongkar beberapa kasus besar. Hal inilah 

menjadi wacana yang cukup nyata bahwa masyarakat semakin sadar akan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungannya.  

Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan 

narkotika, besar korelasinya dengan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di 

bidang pencegahan. Kembali kita ulas lagi pada tahun 2011 ini, di mana sudah 

banyak hal yang telah dikerjakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 

koridor pencegahan.  

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat banyak produk 

sosialisasi di berbagai media baik itu cetak dan elektronik,  seperti berupa iklan 

layanan masyarakat yang berisi himbauan tentang bahaya penyalahgunaan 

narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah membentuk banyak kader 

anti narkotika di berbagai provinsi, yang diharapkan bisa menjadi corong untuk 

menyampaikan pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkotika pada orang lain di 

sekitarnya.  

Mengatasi masalah narkotika, memang bukan persoalan gampang, tapi 

dengan sinergi yang kuat di antara elemen masyarakat dan juga pemerintah serta 

dukungan dari seluruh komponen bangsa, maka wacana Menuju Indonesia Negeri 

Bebas Narkotika 2015, akan menjadi nyata. 
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Jumlah kasus kejahatan narkotika di Indonesia selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Menurut data yang dimiliki Badan Narkotika 

Nasional (BNN),  kasus penyalahgunaan Narkotika meningkat selama kurun 

waktu 5 tahun  (2006-2011), dengan kenaikan rata-rata 26% setiap tahunnya. 

Diantara  sejumlah kasus tersebut, tercatat 70 % diantaranya berada pada usia  

produktif, dan sebagian besar berasal dari komunitas seni dan hiburan. Hal ini 

sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi masa depan generasi muda  Indonesia. 

Beberapa hal yang diprediksi sangat berpengaruh terhadap kondisi  

tersebut diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat terhadap  bahaya 

narkotika, pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni dan budaya,  internalisasi 

nilai-nilai keagamaan, pengembangan sistem pendidikan,  serta profiling model 

dan talent secara positif sebagai public figure, yang kesemuanya dapat menjadi 

faktor terbentuknya pola pikir dan pola sikap masyarakat. 

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk  

menangani masalah tersebut, menggandeng beberapa instansi pemerintah  dan 

komponen masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pemahaman  

masyarakat tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan  

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), melalui  

peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di bidang keagamaan,  pendidikan, 

serta pembinaan dan pemberdayaan model dan talent. 

Tercapainya hal tersebut, maka  dilakukanlah  penandatanganan Nota 

Kesepahaman antara BNN dengan beberapa instansi,  diantaranya; Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI),  dan Asosiasi Agensi Model 

dan Talenta Indonesia (AAMTI). 

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan masing-masing instansi 

yang terlibat dalam penandatanganan  tersebut. Penandatanganan ini merupakan 

landasan kerjasama dalam Kebijakan dan  Strategi Nasional Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia dan 

bertujuan untuk meningkatkan  peran serta Kemenag, Kemen Budpar, BKKBN, 

IGI, dan AAMTI dalam mendukung  pelaksanaan program Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) demi terciptanya 

Indonesia Bebas Narkotika. 

 Adapun bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut  

meliputi dukungan masing-masing instansi dalam usaha Badan Narkotika 

Nasional (BNN) melakukan  sosialisasi dan kampanye pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung dan  memfasilitasi 

segala bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing  instansi dalam upaya 

P4GN. Terbukti sebagai pecandu narkotika, wajib untuk menjalani  proses 

rehabilitasi medis dan sosial. 

 

Kesimpulan  

1. Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 
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Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan 

Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 4 Peraturan 

Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) 

ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika 

Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

2. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak 

pidana narkotika diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling 

memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah 

memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (inability) dari 

kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan 

pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan 

penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan 

kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian 

Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-

undangNomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undangHukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

3. Hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam 

penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah pengerahan dan 

rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik sehingga penanganan 

kasus yang jangkauannya internasional kurang maksimal. Padahal sudah 

disepakati kerjasama dengan pihak-pihak internasional dalam upaya 

pemberantasan drugs, banyak Teknik (seperti controlled delivery) yang 

dijelaskan di Pasal 75 yang belum disepakati pelaksanaanya oleh penyidik-

penyidik yang ada di BNN, struktur dan anggaran deputi pemberantasan yang 

masih belum jelas serta belum tersedianya ruang penahanan yang layak untuk 

tahanan kasus drugs yang ditangani oleh BNN. 
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